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DEFINISI

• Barang Milik Negara (BMN ) adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah. 

(PP no 28 tahun 2020 juncto PP no 27 tahun 2014)

Komponen Pembiayaan Program Revitalisasi LPTK:

Peralatan dengan nilai sampai dengan 50% dari pagu yang dialokasikan

Bahan Pustaka dengan nilai sampai dengan 15% dari pagu yang dialokasikan



SIKLUS ASET



SIKLUS REGULER DAN INSIDENTIL ASET



PROSES PENGADAAN 
BARANG/JASA



PERENCANAAN KEBUTUHAN 
BARANG

• Melalui program Revitalisasi LPTK ini setiap Perguruan Tinggi akan melakukan perencanaan 

barang untuk mendukung program ini

• Melaksanakan survey barang dipasaran (kualitas, kuantitas, harga)

• Memastikan kredibilitas penyedia barang/ vendor (dokumen perusahaan)

• Satuan biaya yang menjadi referensi bisa berdasarkan brochure , e katalog, e - market place, 

SBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 49 tahun 2023  



PENGADAAN BARANG DAN JASA 
MELALUI PENYEDIA

• Peralatan Pendukung untuk program Revitalisasi LPTK

• Bahan Pustaka

• Komsumsi FGD, Transportasi dan Akomodasi

• Biaya Pengujian /insatalasi Produk

Tata cara:

1. pengadaannya untuk PTN non BH  menggunakan Perpres no 12 tahun 2021 perubahan perpres no 16 

tahun 2018, dan aturan pemerintah lainnya yang relevan.

2. pengadaannya untuk PTNBH menggunakan Peraturan Rektor

3. pengadaannya untuk PTS tidak terikat pada perpres pengadaan  namun melaksanakan kegiatan 

pengadaan dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, terbuka, adil dan bersaing.



PELAKU PENGADAAN 
BARANG/JASA

(LANJUTAN…)



PELAKU PENGADAAN 
BARANG/JASA

(LANJUTAN…)



PELAKU PENGADAAN 
BARANG/JASA

(LANJUTAN…)



METODE PEMILIHAN PENYEDIA



PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
(PASAL 25)



BENTUK KONTRAK





PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

• Dalam Hal melakukan pembelajaan  produk dan jasa hendaknya memperhatikan upaya 

mendukung program pemerintah pemilihan produk dalam negeri yang  lebih utama sesuai 

dengan instruksi Presiden no 2 tahun 2022 serta produk menjadi wajib dipilih Ketika memenuhi 

aspek TKDN >25% dan TKDN+BMP >40% 

• Pencarian produk dalam negeri ber TKDN bisa ditelusur melalui laman tkdn.kemenperin.go.id

• Apabila tidak ditemukan produk dalam negeri , peneliti dapat menggunakan produk impor 

dengan terlebih dahulu mengajukan izin impor kepada Dirjen Diktiristek Kemendikburistek.



KEBIJAKAN P3DN



BMP + TKDN (25%)

*dapat diberikan untuk pengadaan Barang dengan nilai TKDN paling kecil 25% dan nilai pengadaan produk tersebut paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00.

Produk Nilai TKDN Nilai BMP Nilai TKDN + BMP Kondisi wajib Dapat 
digunakan Keterangan

A 27% - 27% Tidak terpenuhi √ Preferensi harga*

B 30% 5% 35% Tidak terpenuhi √ Preferensi harga*

C 15% 11% 26% Tidak terpenuhi √ Preferensi harga*



BMP + TKDN (25%)

*dapat diberikan untuk pengadaan Barang dan nilai pengadaan produk tersebut paling sedikit Rp1.000.000.000,00
**produk impor dan produk dengan nilai TKDN di bawah 25% gugur.

Produk Nilai TKDN Nilai BMP Nilai TKDN + BMP Kondisi wajib
Dapat 

digunakan Keterangan

A 27% 15% 42% Terpenuhi √ Preferensi harga*

B 28% 5% 33% Terpenuhi √ Preferensi harga*

C 15% 11% 26% Terpenuhi X**

D Impor X**



Tahapan dan Mekanisme 
Pengendalian Penggunaan Produk Impor

Penetapan Batasan 
Penggunaan Produk Impor

Pengajuan Permohonan Izin 
Penggunaan Produk Impor

Penerbitan Izin Penggunaan 
Produk Impor

Pengajuan Permohonan Izin 
Penggunaan Produk Impor

PPK memetakan 
kebutuhan – kebutuhan 

yang berpotensi akan 
dipenuhi oleh produk 

impor

PPK melakukan 
persiapan pengadaan 

paket

Keluaran Dokumen:
a. Spesifikasi teknis 

dan/atau KAK
b. Jumlah kebutuhan
c. Nilai produk yang 

akan dibeli
d. Dokumen lain 

PPK PPK PPK KPA KPA

PPK mencari produk 
dalam negeri sejenis 
yang akan dijadikan 

substitusi produk impor 
dengan survei pasar, 

pencarian produk 
melalui laman TKDN 

Kemenperin 
(tkdn.kemenperin.go.id)
, dan/atau cara lainnya.

Apabila terdapat 
produk dalam negeri 

sejenis, PPK melakukan 
perbandingan 

spesifikasi untuk 
menilai potensi 

substitusi oleh produk 
dalam negeri

Apabila tidak terdapat 
produk sejenis, PPK 

mengajukan izin 
produk impor ke Rektor
Laporan PPK memuat :
a. KAK program
b. Dokumen persiapan 

pengadaan
c. Hasil survey Pasar
d. Perbandingan 

spesifikasi produk 
impor & dalam negeri

e. Alasan tidak dapat 
menggunakan 
produk dalam negeri

Rektor mengumpulkan 
laporan dari PPK dan 

melakukan rekapitulasi 
nilai pengadaan produk 

impor. Apabila total 
nilai produk impor 

berpotensi melebihi 
batasan penggunaan 

produk, Rektor 
menentukan prioritas 

produk impor yang akan 
diadakan

Rektor mengajukan 
permohonan izin 

penggunaan produk 
impor kepada Dirjen 

Diktiristek
Laporan Rektor memuat :
a. Surat permohonan 

izin penggunaan 
produk impor

b. Urutan prioritas 
belanja yang akan 
menggunakan 
produk impor

c. Dokumen laporan 
dari PPK



Surat Usulan Izin Impor 
disampaikan kepada panitia 
program LPTK (surat ditujukan 
ke Dirjen Diktiristek

CP : Leyla (0811-8707-503)

       Hendri (0821-9909-7595)

Panitia Program LPTK 
melakukan Analisa dan 
pengecekan per item produk 

Draft surat izin 
impor

Alur birokrasi 
persuratan di 
system persuratan 
Dikti

Penerbitan Surat Izin Impor

TIME LINE PROSES PENGAJUAN IZIN IMPOR

April - Oktober Paling lambat 

1-2 Minggu 

Sejak Usulan 

Diterima

1 Minggu sejak 

pengecekan 

substitusi impor 

selesai dilakukan

1-2 Minggu 

approval 

(berjenjang per 

tingkat pimpinan )

Paling cepat 

Akhir minggu ke 

4 sejak usulan 

diterima



Tata Cara Pencarian Produk Ber – TKDN 



Trend 2021.

PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN PRODUK IMPOR

1. Format Surat Pengajuan Izin Penggunaan Produk Impor

Format Pengajuan dan 
Penerbitan

Izin Penggunaan Produk Impor



PENGAJUAN IZIN 
PENGGUNAAN PRODUK IMPOR

2. Format Lampiran Daftar Kebutuhan

PANDUAN PENGISIAN

1. Diisi dengan nomor urut produk

2. Diisi dengan nama produk impor. Produk diurutkan berdasarkan prioritas 

penggunaan, terutama apabila terdapat potensi nilai pengadaan produk impor 

melebihi batas maksimal

3. Diisi dengan fungsi dari produk. Contoh : pembelian piranti lunak untuk 

mengoperasikan peralatan yang sudah ada, pembelian lift untuk Gedung yang 

sudah terbangun, dll.

4. Diisi dengan detail spesifikasi yang dibutuhkan

5. Diisi dengan jumlah kebutuhan masing-masing produk

6. Diisi dengan harga satuan produk impor sesuai dengan hasil survei pasar

7. Diisi dengan total nilai pengadaan (harga satuan produk x jumlah kebutuhan)

8. Diisi dengan alas an pemilihan produk impor



PENGAJUAN IZIN 
PENGGUNAAN PRODUK IMPOR

3. Format Lampiran Perbandingan 
Spesifikasi

PANDUAN PENGISIAN

1. Diisi dengan nomor urut produk

2. Diisi dengan nama produk impor. Produk diurutkan berdasarkan prioritas 

penggunaan, terutama apabila terdapat potensi nilai pengadaan produk impor 

melebihi batas maksimal

3. Diisi dengan aspek spesifikasi, contohnya dimensi, kecepatan, daya, dll

4. Diisi dengan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan aspek yang dicantumkan

5. Diisi dengan spesifikasi dari produk dalam negeri dari hasil survei pasar

6. Diisi dengan merk dan tipe produk dalam negeri yang paling mendekati dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan

7. Diisi dengan penilaian apakah spesifikasi produk dalam negeri sesuai dan dapat 

memenuhi kebutuhan

8. Diisi dengan keterangan berupa justifikasi yang membuat spesifikasi produk dalam 

negeri tidak memenuhi kebutuhan.



1. Memiliki Pabrik di 
Indonesia

2. Menggunakan Sumber 
Daya Manusia Mayoritas 
dari Indonesia

3. Memiliki Saham 50+1 
dari Indonesia

4. Menggunakan Bahan 
Baku dari Indonesia

Pengadaan Barang/Jasa 
yang dikategorikan tidak 
melalui impor



PERANGKAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

• Bagi PTN Satker atau BLU: KPA dan Kepala UKPBJ Kemendikbud menetapkan perangkat PPK, 

PP, serta Pokja  di masing masing perguruan tinggi.

• Bagi PTN BH : Pimpinan PTNBH menetapkan PPK, PP dan Pokja PBJ dari PTNBH.

• Bagi PTS : Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Ketua) wajib menetapkan dalam SK Pejabat 

Pembuat komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan , Kepanitian PBJ yang memiliki sertifikasi 

kopentensi tingkat dasar PBJ, jika belum memiliki agar meminjam personil tersebut pada 

institusi lain.

• Perangkat pengadaan tersebut wajib membuat dan mendokumentasikan seluruh aktivitas dan 

dokumen administrasi pengadaan dengan tertib.  



KELENGKAPAN DOKUMEN 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



KELENGKAPAN DOKUMEN 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1.Penggunaan dana revitalisasi LPTK harus sesuai dengan RAB proposal yang 

diusulkan

2.Pembelian  barang import harus menunggu  surat ijin impor terlebih dahulu.

3.Kelengkapan berkas  keuangan termasuk bukti setor pajak dan faktur pajak 

menjadi  poin  penting dalam penilaian saat Monitoring  dan  Evaluasi



KELENGKAPAN DOKUMEN 
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



PERJALANAN DINAS
Bukti Pertanggungjawaban

1. Surat Tugas (Pelaksanaan SPD Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Harus Dibuatkan Surat Tugas atau Penyebutan Sejenis Lainnya) 

2. SPD (Surat Perjalanan Dinas) 

3. Kuitansi 

4. Daftar Pengeluaran Riil 

5. Output perjalanan dinas (Laporan kegiatan)

6. Daftar hadir

7. Foto dan Dokumentasi kegiatan 

Contoh Soal:

Pak Joko merupakan pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Prov. Sumsel melakukan monitoring program pencegahan 

kebakaran hutan yang didanai dari dana Tugas Pembantuan (APBN-TP). Monitoring dilakukan ke wilayah di dalam Kabupaten Banyuasin. Karena 

wilayah yang dituju lokasinya jauh, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku atasan langsung Pak Joko menerbitkan surat tugas untuk Pak Joko 

untuk melaksanakan tugas dan PPK menerbitkan dan menyetujui pelaksanaan SPD dalam kota lebih dari 8 jam. Monitoring dilaksanakan selama 5 

hari mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2024. 

Berdasarkan contoh tersebut, Pak Joko dapat menerima komponen biaya perjalanan dinas sebagai berikut: 

1. Uang Harian Rp150.000,00 x 5 hari = Rp750.000,00. 

2. Transport Rp170.000,00 x 5 hari = Rp850.000,00 

3. Total = Rp.1.600.000,00. 



PERJALANAN DINAS

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 19



PERJALANAN DINAS

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 26



PAKET MEETING DILUAR KANTOR

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 24



PAKET MEETING DILUAR KANTOR

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 25



KONSUMSI MEETING DI DALAM KANTOR

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 82



TRANSPORT (AT COST)

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 66-73



TIKET PESAWAT 

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 92-96



HONORARIUM

PMK 49 TAHUN 

2023 TENTANG 

STANDAR BIAYA 

MASUKAN 

HALAMAN 9 

DAN 73



PENCATATAN ASET 

• Bagi PT Satker/ BLU : Hasil pengadaan dari program Revitalisasi LPTK menjadi milik perguruan 

tinggi dan dicatat sebagai aset PT satker/BLU dan aset tersebut dipastikan tecatat dalam aplikasi 

SAKTI serta terlapor dalam platform Revit LPTK.

• Bagi PT PTNBH : Hasil pengadaan dari program Revitalisasi LPTK menjadi milik perguruan 

tinggi dan dicatat sebagai aset perguruan tinggi Badan Hukum dan dipastikan tercatat dalam 

aplikasi pencatatan aset di PTNBH serta terlapor dalam Platform Revit LPTK.

• Bagi PTS : Hasil pengadaan dari program Revitalisasi LPTK menjadi milik perguruan tinggi 

swasta dan dicatat sebagai aset Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan terlapor dalam platform 

Revit LPTK.



PENATAUSAHAAN ASET

• Pastikan sebelum melakukan pencatatan dalam system masing masing perguruan tinggi mengumpulkan seluruh 

dokumen sumber , (invoice/ kwitansi/ kontrak/ bukti transfer / bukti belanja lainnya)

• Menginput kedalam system minimal informasi yang disusun adalah, nama barang, jumlah barang , satuan, nilai 

barang satuan dan nilai barang total, dan bukti belanja 

• Memverikasi dan memvalidasi oleh pejabat yang berwenang terhadap inputan yang dilakukan.

• Mencetak daftar Barang/ asset yang diinput jikalau diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan atau monitoring dan 

evaluasi 

No Nama Barang Jumlah Barang Satuan Nilai Satuan 

Barang

Nilai Barang 

Total

Dokumen 

Belanja



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
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